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Abstract 
The role of mediation in resolving healthcare disputes has become increasingly relevant 
amid rising conflicts involving patients and healthcare providers. This study highlights the 
importance of a restorative approach in mediation, which focuses not only on conflict 
resolution but also on improving relationships, restoring trust, and fulfilling the emotional 
and material needs of the parties involved. This approach offers a more humane, efficient, 
and empathetic alternative to conventional litigation, emphasising open dialogue and 
mutually beneficial outcomes. Through restorative-based mediation, healthcare systems 
can create responsive and empowering dispute resolution mechanisms, while 
strengthening the dimensions of social justice and human values in the healthcare sector. 
Keywords: Role of Mediation, Dispute Resolution, Healthcare Services, Restorative 
Approach 
 

Abstrak 
Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan menjadi semakin 
relevan di tengah meningkatnya konflik yang melibatkan pasien dan penyedia layanan 
kesehatan. Kajian ini menyoroti pentingnya pendekatan restoratif dalam mediasi, yang 
tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada perbaikan hubungan, 
pemulihan kepercayaan, dan pemenuhan kebutuhan emosional maupun material para 
pihak yang terlibat. Pendekatan ini menawarkan solusi alternatif yang lebih humanis, 
efisien, dan empatik dibandingkan litigasi konvensional, dengan mengedepankan dialog 
terbuka serta hasil yang saling menguntungkan. Melalui mediasi berbasis restoratif, 
sistem pelayanan kesehatan dapat menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa 
yang responsif dan memberdayakan, sekaligus memperkuat dimensi keadilan sosial dan 
nilai-nilai humanitas dalam sektor kesehatan. 
Kata Kunci: Peran Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Pelayanan Kesehatan, Kajian 
Restoratif 
 
Pendahuluan 

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat dalam 

menjaga dan mempertahankan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah sebagai suatu 

upaya yang sistematis, terorganisasi, dan berkesinambungan untuk memenuhi 

kebutuhan kesehatan masyarakat. Pelayanan ini mencakup berbagai bentuk, seperti 
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upaya preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif 

(pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) (Müller, 2021). Tujuan utama dari pelayanan 

kesehatan adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses yang memadai terhadap 

layanan medis, baik dalam situasi darurat maupun dalam proses menjaga dan 

meningkatkan kualitas hidup. Keberadaan pelayanan kesehatan juga menjadi indikator 

penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara, karena kualitas 

pelayanan kesehatan yang baik akan berdampak langsung pada produktivitas, stabilitas 

sosial, dan pembangunan ekonomi (Garcia & Carmichael, 2024). 

Pentingnya pelayanan kesehatan tidak dapat diragukan lagi karena sektor ini 

merupakan fondasi yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan mampu 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak 

hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada komunitas secara luas. Dengan 

tersedianya pelayanan yang memadai, masyarakat dapat mencegah penyebaran 

penyakit, merespons masalah kesehatan dengan cepat, dan memperbaiki kualitas hidup 

mereka secara keseluruhan (Patel, 2023). Selain itu, pelayanan kesehatan yang baik 

berkontribusi pada pengurangan angka kematian, peningkatan harapan hidup, serta 

memastikan tidak ada individu yang terabaikan dalam mendapatkan akses terhadap 

kebutuhan dasar ini. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan adalah komponen vital dalam 

upaya menciptakan masyarakat yang maju dan Sejahtera (Anderson, 2021). 

Namun, dalam praktiknya sering kali timbul sengketa antara pasien dan penyedia 

layanan kesehatan akibat berbagai faktor seperti kesalahan, malpraktik, atau 

ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. Hal tersebut adalah isu yang serius dan 

berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Kesalahan medis 

bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti kelalaian, kurangnya pengetahuan atau 

keterampilan, kecerobohan, atau bahkan tekanan kerja yang tinggi (Smith, 2021). 

Malpraktik medis mengacu pada penyimpangan standar atau prosedur profesional yang 

menyebabkan kerugian atau dampak negatif terhadap pasien. Contoh dari malpraktik 

bisa berupa diagnosa yang salah, pengobatan yang tidak sesuai, atau tindakan bedah 

yang dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan 

pasien secara fisik dan mental, tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum 

bagi tenaga medis dan instansi terkait (Ahmad, 2021). 

Di samping itu, ketidakpuasan terhadap layanan kesehatan sering kali muncul 

akibat pengalaman buruk pasien dalam menerima perawatan. Hal ini bisa disebabkan 

oleh berbagai aspek, seperti komunikasi yang kurang antara pasien dan tenaga medis, 

perlakuan yang tidak manusiawi, keterlambatan dalam penanganan medis, atau fasilitas 

kesehatan yang tidak memadai (Parker, 2023). Ketidakpuasan ini tentu mempengaruhi 

persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan dapat 

menurunkan tingkat partisipasi dalam upaya kesehatan preventif. Penting bagi 

penyedia layanan kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, melibatkan 

pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka, serta memastikan 
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adanya sistem yang efektif untuk menangani keluhan dan umpan balik dari pasien (Tan, 

2021).  

Sengketa ini berpotensi merusak hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, 

serta menghambat kualitas pelayanan secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa yang 

umumnya ditempuh melalui jalur litigasi sering kali bersifat rumit, mahal, dan tidak 

selalu menawarkan solusi yang memuaskan semua pihak. Hal ini menyorot kebutuhan 

akan metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan damai (Gomez, 2024). 

Mediasi muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang relevan, karena 

menyediakan ruang bagi pihak yang bersengketa untuk berdialog langsung, 

menemukan titik temu, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah 

pihak tanpa harus menjalani prosedur hukum yang panjang dan menguras biaya. 

Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang restoratif, dimana 

hubungan yang rusak dapat dipulihkan dan kepercayaan pasien terhadap sistem 

pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan (Kim, 2025). 

Berbagai studi menunjukkan efektivitas mediasi dalam konteks ini, dengan 

sebagian besar negara yang menerapkannya melaporkan penurunan jumlah kasus 

litigasi medis. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji peran mediasi dalam 

penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan dan mengevaluasi potensinya sebagai 

pendekatan yang lebih restoratif, yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan 

kualitas hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. 

 

Metode Penelitian 

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian 

literatur adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan 

menginterpretasikan berbagai sumber referensi tulisan atau dokumen yang relevan 

dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, 

dokumen resmi, tesis, disertasi, maupun publikasi lainnya. Penelitian literatur bertujuan 

untuk memahami konsep, teori, atau temuan yang telah ada, serta memberikan 

landasan teoritis bagi penelitian yang sedang dilakukan (Cooper, 2010); (Creswell, 2013). 

Dalam pelaksanaannya, metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber 

sekunder, seleksi informasi yang relevan, penyusunan kerangka pemikiran, dan proses 

analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi kesenjangan atau celah penelitian yang 

dapat dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian literatur sangat bermanfaat untuk 

menghasilkan sintesis informasi, membangun argumen, serta memperkaya perspektif 

terkait isu yang diteliti (Kitchenham, 2004). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pelayanan Kesehatan 

Mediasi adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (alternative 

dispute resolution) yang semakin populer dalam berbagai bidang, termasuk sengketa 
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pelayanan kesehatan. Metode ini menawarkan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan 

dengan pengadilan, karena melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses 

negosiasi yang difasilitasi oleh seorang mediator. Dalam konteks pelayanan kesehatan, 

efektivitas mediasi menjadi penting mengingat banyaknya kasus sengketa yang 

berpotensi merugikan baik pihak pasien maupun penyedia layanan. Mediasi 

memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk berdiskusi secara langsung, 

menyampaikan keluhan, dan mencari solusi bersama yang dapat diterima tanpa harus 

melalui proses hukum yang rumit dan memakan waktu (Lee, 2025). 

Salah satu keunggulan mediasi dalam sengketa pelayanan kesehatan adalah 

sifatnya yang non-konfrontatif. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak diajak untuk 

berkolaborasi guna menemukan solusi terbaik, bukan saling menyalahkan atau 

mempertahankan argumen masing-masing di hadapan hakim. Hal ini penting dalam 

konteks layanan kesehatan, di mana hubungan antara tenaga medis dan pasien sering 

kali bersifat personal dan penuh kepercayaan. Mediasi memungkinkan terjadinya 

pemulihan hubungan tersebut, sekaligus meminimalkan risiko eskalasi konflik (Johnson, 

2021). 

Selain itu, mediasi menawarkan fleksibilitas dalam menyusun kesepakatan. Tidak 

seperti putusan pengadilan yang cenderung bersifat final dan kaku, hasil mediasi dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Misalnya, jika 

pasien merasa dirugikan akibat layanan kesehatan yang kurang memadai, mediasi dapat 

menghasilkan kesepakatan berupa kompensasi finansial, permintaan maaf, atau bahkan 

perbaikan layanan di masa mendatang. Keputusan ini dapat dirancang sedemikian rupa 

sehingga memenuhi harapan pasien tanpa membebani tenaga medis atau instansi 

kesehatan secara berlebihan (Smith, 2021). 

Efektivitas mediasi dalam sengketa pelayanan kesehatan juga berkaitan dengan 

waktu dan biaya. Proses pengadilan sering kali membutuhkan waktu yang lama dan 

biaya yang tidak sedikit, sehingga menambah beban psikologis maupun finansial bagi 

pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan hemat 

biaya, karena prosesnya dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat, 

bergantung pada kompleksitas kasus dan kesediaan pihak-pihak untuk bekerja sama. 

Dengan pendekatan yang lebih efisien ini, sengketa dapat diselesaikan tanpa berlarut-

larut, sehingga semua pihak dapat segera melanjutkan aktivitas mereka masing-masing 

(Alvarez, 2022). 

Namun, efektivitas mediasi juga sangat bergantung pada kualitas mediator dan 

komitmen dari pihak-pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus memiliki 

keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk tetap netral, serta pemahaman 

mendalam tentang isu yang sedang diperdebatkan, terutama jika terkait dengan aspek 

teknis medis. Sementara itu, pihak yang bersengketa harus bersedia untuk terlibat aktif 

dalam proses mediasi dan memiliki keinginan yang tulus untuk menemukan solusi yang 
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adil. Jika salah satu pihak tidak kooperatif atau tidak merasa nyaman dengan proses ini, 

maka mediasi mungkin tidak berjalan secara maksimal (Kumar, 2023). 

Di sisi lain, mediasi memiliki keterbatasan dalam hal mengatasi sengketa yang 

sangat kompleks atau melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum. Misalnya, dalam 

kasus malpraktik medis yang menyebabkan dampak besar bagi pasien, mediasi mungkin 

tidak bisa menggantikan mekanisme hukum formal seperti pengadilan sebagai sarana 

untuk menegakkan keadilan. Dalam situasi seperti ini, mediasi dapat menjadi langkah 

awal untuk menjembatani komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi hasil 

akhirnya tetap membutuhkan pengawasan otoritas hukum (Williams, 2023). 

Kepercayaan terhadap mediasi dalam menyelesaikan sengketa pelayanan 

kesehatan juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi kepada 

masyarakat. Banyak orang yang masih belum memahami manfaat atau mekanisme 

mediasi, sehingga mereka cenderung memilih jalur hukum di pengadilan meskipun lebih 

rumit. Dengan informasi yang lebih inklusif tentang mediasi, baik pasien maupun 

penyedia layanan dapat mengenali mediasi sebagai opsi yang layak, sehingga lebih 

banyak sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan efisien (Nguyen, 

2022). 

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan mediasi juga 

memainkan peran penting. Pemerintah dan asosiasi profesi di bidang kesehatan dapat 

mempromosikan mediasi dengan menyediakan mediator yang kompeten serta sistem 

yang terorganisasi untuk menangani sengketa. Kebijakan ini tidak hanya akan 

meningkatkan efektivitas mediasi, tetapi juga memberikan keadilan kepada kedua belah 

pihak tanpa memaksakan jalur hukum (Singh, 2022). 

Secara keseluruhan, mediasi adalah metode yang efektif dalam menyelesaikan 

sengketa pelayanan kesehatan, terutama ketika dihadapkan pada konflik yang bersifat 

personal, emosional, atau melibatkan interpretasi yang kompleks. Namun, efektivitas 

mediasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kualitas mediator, komitmen pihak 

bersengketa, serta kesesuaian kasus dengan mekanisme alternatif ini. Dengan 

dukungan yang memadai, mediasi memiliki potensi untuk menjadi pendekatan yang 

solutif dan berorientasi pada pemulihan hubungan, sehingga pelayanan kesehatan 

dapat tetap berjalan dengan optimal. 

 

Penerapan Pendekatan Restoratif Dalam Mediasi 

Pendekatan restoratif menjadi salah satu metode yang semakin banyak 

digunakan dalam mediasi untuk mencapai resolusi konflik secara damai dan 

berkeadilan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan, perbaikan kerugian, 

dan penciptaan dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam 

proses mediasi, metode restoratif sangat relevan karena memberikan ruang bagi para 

pihak untuk mencari solusi yang mengutamakan kepentingan bersama, sehingga 

tercipta hasil yang memuaskan dan berkelanjutan (Grant, 2024). 
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Pendekatan restoratif dalam mediasi dimulai dengan menciptakan lingkungan 

yang aman bagi kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi. Mediator berfungsi 

sebagai fasilitator yang membantu mengatur proses komunikasi agar terjaga 

kesantunan, transparansi, dan fokus pada masalah inti. Pendekatan ini mendorong 

setiap pihak untuk mengungkapkan perasaan, perspektif, serta dampak dari konflik 

yang terjadi, sehingga mereka dapat memahami akar permasalahan secara lebih 

mendalam (Jordan, 2021). 

Salah satu ciri utama dari pendekatan restoratif adalah upaya untuk 

memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik. Bukan hanya mencari penyelesaian 

berupa kompensasi material, pendekatan ini juga mengedepankan rekonsiliasi 

emosional antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan dialog terbuka yang 

memungkinkan kesalahpahaman diluruskan, dan pihak-pihak dapat saling memberikan 

pengakuan atas perasaan atau pengalaman yang terjadi (Brooke, 2023). 

Pendekatan restoratif juga menekankan pentingnya mendengar aktif dalam 

mediasi. Mediator memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang cukup 

untuk menyampaikan aspirasinya tanpa interupsi. Sebagai contoh, pihak yang merasa 

dirugikan diberi ruang untuk mengungkapkan penderitaan yang dialami, sementara 

pihak yang dituduh diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan di balik tindakannya. 

Hal ini menciptakan suasana yang saling menghormati, sehingga solusi bersama dapat 

lebih mudah dirumuskan (Cooper, 2010). 

Dalam menekankan prinsip keadilan, pendekatan restoratif berusaha untuk 

merumuskan hasil mediasi yang tidak hanya adil bagi pihak-pihak yang bersengketa, 

tetapi juga mempertimbangkan dampaknya pada komunitas atau lingkungan sosial. 

Pendekatan ini mengakui bahwa konflik sering kali membawa efek domino ke pihak lain 

di luar kedua belah pihak utama. Dengan demikian, solusi yang dicapai dalam mediasi 

harus berdampak positif bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat (Lee, 2025). 

Dialog dalam pendekatan restoratif biasanya diorientasikan pada pencarian win-

win solution, di mana kedua pihak mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Mediator mengarahkan para pihak untuk berpikir secara kreatif dan kolaboratif 

mengenai alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Hal ini berbeda dengan 

pendekatan litigasi yang cenderung berorientasi pada kemenangan salah satu pihak 

sebagai solusi utama (Turner, 2023). 

Lebih jauh lagi, pendekatan restoratif dalam mediasi menciptakan ruang bagi 

pihak-pihak untuk mengekspresikan komitmen dalam menghindari konflik serupa di 

masa mendatang. Dialog yang konstruktif sering kali menghasilkan kesepakatan yang 

mencakup langkah-langkah preventif, seperti membangun komunikasi yang lebih 

efektif antara pihak-pihak atau menciptakan mekanisme penyelesaian konflik internal 

yang lebih baik (Clark, 2023). 

Peran mediator dalam pendekatan restoratif sangatlah penting. Mediator 

bertugas untuk memastikan bahwa proses berlangsung secara adil, semua pihak 
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didengar, dan dialog tetap berjalan dengan damai. Mediator juga membantu 

menciptakan rencana pemulihan yang realistis serta berkelanjutan, sehingga solusi yang 

dicapai benar-benar memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat dalam 

konflik (Wang, 2022). 

Dengan demikian, penerapan pendekatan restoratif dalam mediasi adalah cara 

yang efektif untuk menyelesaikan konflik dengan mengutamakan keadilan, pemulihan 

hubungan, dan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan pendekatan ini, 

mediasi bukan hanya menjadi sarana untuk mencapai penyelesaian, tetapi juga menjadi 

proses pembelajaran dan pemulihan yang memperkuat kedamaian serta membangun 

hubungan yang lebih baik untuk masa depan. 

 

Tantangan Dan Peluang Penerapan Mediasi Berbasis Restoratif Dalam Konteks 

Pelayanan Kesehatan Di Indonesia 

Penerapan mediasi berbasis restoratif di sektor pelayanan kesehatan di 

Indonesia memiliki tantangan dan peluang yang perlu dicermati secara mendalam. 

Mediasi berbasis restoratif merupakan pendekatan yang fokus pada pemulihan relasi, 

restorasi keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta membangun solusi yang lebih 

humanis. Dalam konteks pelayanan kesehatan, pendekatan ini relevan untuk 

menangani konflik antara pasien, penyedia layanan, dan institusi kesehatan. Namun, 

implementasinya memerlukan pengembangan sistem, sumber daya manusia, serta 

dukungan kebijakan yang holistic (Harrison, 2021). 

Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman di kalangan tenaga 

kesehatan dan masyarakat tentang konsep mediasi berbasis restoratif. Kebanyakan 

pihak lebih familiar dengan pendekatan litigasi dalam menyelesaikan masalah 

kesehatan, yang cenderung meruncingkan konflik daripada menyelesaikannya secara 

konstruktif. Edukasi tentang prinsip-prinsip restoratif dan manfaatnya menjadi langkah 

awal yang penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat 

terhadap pendekatan ini (Evans, 2020). 

Selain itu, ada tantangan dalam membangun kapasitas mediator yang 

kompeten. Mediator dalam mediasi berbasis restoratif harus memiliki kemampuan 

untuk memahami dampak psikologis, emosi, dan relasi sosial dari konflik yang terjadi. 

Namun, di Indonesia, pelatihan khusus bagi mediator kesehatan belum banyak tersedia. 

Penyediaan pelatihan dan sertifikasi mediator restoratif secara sistematis menjadi 

kebutuhan mendesak untuk mendukung penerapan pendekatan ini (Martin, 2020). 

Kendala berikutnya adalah kurangnya kerangka hukum yang secara spesifik 

mengakomodasi metode penyelesaian sengketa berbasis restoratif. Regulasi yang ada 

di Indonesia masih berfokus pada mediasi umum atau litigasi. Adanya kerangka 

kebijakan yang mendukung mediasi restoratif dalam pelayanan kesehatan akan 

memberikan legitimasi bagi para pihak untuk mengadopsinya. Pemerintah dapat 
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memainkan peran penting dalam mendorong regulasi yang lebih fleksibel dan ramah 

terhadap pendekatan ini (Johnson, 2021). 

Peluang besar bagi mediasi berbasis restoratif di konteks pelayanan kesehatan 

adalah berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak pasien dan 

mutu pelayanan. Kesadaran yang meningkat ini membuka ruang untuk pendekatan 

yang lebih berorientasi pada dialog dan pemulihan relasi. Apalagi di era digital, akses 

informasi yang lebih luas membuat masyarakat menjadi lebih vokal dalam menyatakan 

pendapat mereka, termasuk ketika menghadapi konflik di sektor Kesehatan (Davis, 

2023). 

Indonesia juga memiliki modal budaya berbasis kekeluargaan yang dapat 

mendukung mediasi restoratif. Nilai-nilai seperti musyawarah dan mufakat sangat 

relevan dengan prinsip yang mendasari pendekatan ini. Dengan mengintegrasikan 

karakteristik budaya lokal ke dalam proses mediasi, efektivitasnya dapat meningkat. 

Pendekatan yang memanfaatkan kekuatan budaya lokal ini berpotensi membangun 

penerimaan yang lebih luas di Masyarakat (Baker, 2020). 

Selain itu, sistem pelayanan kesehatan yang terus berkembang memberikan 

peluang untuk mengintegrasikan mediasi restoratif ke dalam prosedur standar 

operasional. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan dapat menjadikan mediasi ini sebagai 

salah satu layanan tambahan untuk menyelesaikan masalah antara pasien dan tenaga 

medis. Penggabungan ini dapat meningkatkan kepuasan pasien sekaligus mengurangi 

risiko tuntutan hukum (Foster, 2023). 

Namun, keberhasilan mediasi berbasis restoratif memerlukan dukungan 

teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi proses mediasi, seperti 

melalui platform online yang memungkinkan pasien dan penyedia layanan kesehatan 

berinteraksi tanpa harus bertatap muka. Dengan teknologi, mediasi juga dapat 

menjangkau area yang sulit dijangkau secara fisik, sehingga pendekatan ini dapat 

diterapkan secara lebih luas di berbagai wilayah Indonesia (Müller, 2021). 

Penerapan mediasi berbasis restoratif juga memiliki potensi untuk mengurangi 

beban sistem peradilan. Konflik yang diselesaikan melalui mediasi tidak perlu 

dilanjutkan ke pengadilan, sehingga waktu dan biaya yang biasanya dialokasikan untuk 

proses hukum dapat dihemat. Hal ini tidak hanya menguntungkan pasien dan tenaga 

kesehatan, tetapi juga lembaga hukum yang selama ini menghadapi beban perkara yang 

cukup besar (Garcia & Carmichael, 2024). 

Dukungan dari asosiasi profesi kesehatan juga krusial dalam memperluas 

penerapan mediasi restoratif. Dengan adanya endorsement atau dukungan dari 

organisasi seperti IDI, IBI, atau PPNI, tenaga kesehatan akan lebih percaya bahwa 

pendekatan ini merupakan solusi yang sah dan efektif. Asosiasi profesi juga dapat 

memperkenalkan pelatihan khusus bagi anggotanya agar lebih memahami mediasi 

restorative (Patel, 2023). Selain itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam 

penerapan mediasi berbasis restoratif. Pemerintah, penyedia layanan kesehatan, 
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masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan 

ekosistem yang mendukung praktik ini. Dengan sinergi yang terjalin, tantangan yang 

ada dapat diminimalisasi, sementara peluang yang tersedia dapat dimaksimalkan 

(Anderson, 2021). 

Dengan demikian, Penerapan mediasi berbasis restoratif pada akhirnya memiliki 

potensi besar untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi 

pada kepuasan publik dan harmoni relasi antar pihak. Tantangan yang ada memang 

signifikan, namun peluang untuk membangun sistem yang lebih humanis dan adil jauh 

lebih besar. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat menjadi pionir dalam 

mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam pelayanan kesehatan. 

 

Kesimpulan 

Mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pelayanan 

kesehatan dengan pendekatan restoratif. Sebagai metode alternatif penyelesaian 

sengketa, mediasi menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan 

dengan proses litigasi. Mediasi memungkinkan para pihak, baik pasien maupun 

penyedia layanan kesehatan, untuk berdialog secara terbuka dalam suasana yang lebih 

tenang dan konstruktif. Pendekatan restoratif dalam mediasi berfokus pada upaya 

memperbaiki hubungan yang rusak akibat sengketa, merespon kebutuhan emosional 

dan material para pihak, sekaligus menciptakan hasil yang saling menguntungkan. 

Secara khusus, kajian restoratif dalam mediasi menekankan pentingnya keadilan 

yang berpusat pada perbaikan, bukan sekadar hukuman. Peran mediator dalam konteks 

ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang produktif, 

mendengarkan perspektif masing-masing pihak, dan membantu mereka mencapai 

kesepakatan yang adil secara bersama-sama. Melalui proses ini, pelayanan kesehatan 

dapat lebih diposisikan sebagai hubungan yang humanis dan profesional, di mana setiap 

konflik mendapat resolusi yang tidak hanya legal, tetapi juga moral serta emosional. 

Penerapan mediasi yang dilandasi pendekatan restoratif memberikan peluang 

besar untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan. 

Dengan mengutamakan dialog dan solusi yang mengarah pada pemulihan hubungan, 

mediasi berpotensi mengurangi ketegangan serta biaya sengketa yang berlarut-larut. 

Lebih jauh lagi, hal ini menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih empatik, 

responsif, dan memberdayakan, sehingga pelayanan kesehatan semakin mendukung 

nilai-nilai keadilan sosial dan humanitas. 
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